SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/PERALATAN DAN JASA INSTANSI PEMERINTAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan rincian
objek pada belanja pegawai dan belanja barang/jasa dan
untuk mengakomodir beberapa komponen harga satuan yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padangsidimpuan, maka perlu meninjau kembali dan
merevisi Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 30
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang/
Peralatan dan Jasa Instansi Pemerintah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2021;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 30 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Barang/ Peralatan dan

Jasa Instansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun
2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun

2020 Nomor 142, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);
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12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indinesia Tahun 2018 Nomor 33);

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indinesia
Tahun 2020 Nomor 57);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 2 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 53 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 30
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA  SATUAN
BARANG/PERALATAN DAN JASA INSTANSI PEMERINTAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Lampiran Peraturan Wali kota

Padangsidimpuan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Standar Harga

Satuan Barang/Peralatan dan Jasa Instansi Pemerintah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2021, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran [-Kelompok Umum, diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Wali kota ini.

2.Lampiran II-Kelompok Industri, diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Wali kota ini.

3. Lampiran IlI-Kelompok Kesehatan, diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali kota ini.

4. Lampiran IV-Kelompok Pemerintahan, diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali kota ini.

5.Lampiran V-Kelompok Pertanian, diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali kota ini.
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Pasal 1]
Peraturan Wayj .
1 Kota i .
undangkan, In1 mulai berlaky pada tanggal di
A .
gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundapgan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Acara Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 9 Juni 2021
WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 9 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

